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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memegang peranan yang penting untuk kelangsungan hidup
manusia. Hal ini disebabkan oleh beragamnya fungsi tanah yakni: sebagai tempat
untuk menanam tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia atau hewan yang
kemudian dikonsumsi oleh manusia, tempat manusia dapat berlindung dari cuaca
di luar, tempat manusia melakukan kegiatan usahanya." Hal ini menunjukkan
bahwa manusia sangat bergantung pada tanah sehingga manusia memiliki
keinginan untuk menguasai tanah yang ada.” Akan tetapi, tanah yang tersedia untuk
dikuasai manusia itu terbatas. Oleh karena itu, intervensi dari pihak luar
(pemerintah) diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam hal kepemilikan tanah
dalam satu negara.’

Melihat pentingnya peranan tanah dalam masyarakat, negara-negara
termasuk Indonesia mengatur secara khusus mengenai pertanahan. Indonesia tidak
hanya mengatur pertanahan secara khusus tetapi juga menyatakannya dalam
konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “bumi, air

'Y. Wartaya Winangun, Tanah: Sumber Nilai Hidup, (Y ogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 73-74.

> Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.
SS.

’ Y. Wartaya Winangun, Op. Cit., hal. 84.



dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hal ini kemudian
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa "seluruh bumi, air,
dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah bumi,
air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional."*
Dalam hal pengelolaan tanah, negara merupakan organisasi tertinggi untuk seluruh
rakyat Indonesia sehingga memiliki wewenang untuk:’

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa negara memiliki
wewenang untuk mengatur pertanahan. Dengan adanya wewenang ini, pemerintah

diharapkan dapat memakmurkan masyarakat Indonesia dalam aspek pertanahan.

* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).
> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (2).



Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yakni terdiri dari
17.508 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 230.472.833 jiwa.® Walaupun
terdapat banyaknya pulau di Indonesia, konsentrasi penduduk di Indonesia terbatas
pada provinsi tertentu saja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia,
kepadatan penduduk pada tahun 2015 terpusat di provinsi DKI Jakarta (15.328
jiwa/km?), Jawa Barat (1.320 jiwa/km®), Banten (1.237 jiwa/km?), Daerah Istimewa
Yogyakarta (1.174 jiwa/km?), dan Jawa Tengah (1.030 jiwa/km®).” Berdasarkan
data diatas, Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat
berupaya untuk menyeimbangi jumlah penduduk dengan lahan yang tersedia.

Dalam upaya pemerintah mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu
mengatur dan memastikan tanah yang ada digunakan untuk kemakmuran rakyat
Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep reforma
agraria dalam UUPA. Konsep ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk
mengharmonisasi hubungan manusia dengan tanah dengan cara penataan kembali
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.® Saat ini,
pemerintah memiliki beberapa peraturan baik berbentuk undang-undang maupun
peraturan lainnya perihal kepemilikan dan penguasaan tanah. Pasal 7 UUPA
menyatakan bahwa, "untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan

dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."’ Sebagai wujud

% Indonesia. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Geografi Indonesia,”

http://indonesia.go.id/?page id=479&lang=id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

" Badan Pusat Statistik, “Kepadatan Penduduk menurut Provinsi, 2000-2015,” last updated Maret
2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
¥ Muhammad Itham Arisaputra, Op. Cit, hal. 96.

° Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 7.



realisasi dari pembatasan kepemilikan tanah, pemerintah menentukan batasan
maksimum dan/atau minimum pemilikan tanah untuk satu keluarga atau suatu
badan hukum yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan.' Saat ini, pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah hanya tersedia
untuk tanah pertanian yang diatur pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960
dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016. Lain halnya dalam kepemilikan tanah untuk non pertanian, pemerintah
hanya menggunakan perizinan sebagai solusi untuk membatasi kepemilikan tanah
non pertanian. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan No.
59/DDA/1970 dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 1998.

Selain pengaturan tentang pembatasan kepemilikan suatu tanah dan/atau
bangunan, pemerintah Indonesia juga mengatur tentang penelantaran tanah.
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tanah Terlantar, tanah
terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau atas dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya. Saat ini, tanah terlantar yang ada di Indonesia tercatat sekitar

400.000 hektar menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

' Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17.



Pertanahan Nasional."' Akan tetapi, jumlah ini mungkin hanya menggambarkan
sebagian dari penelantaran tanah yang terjadi di Indonesia karena suatu tanah hanya
dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar melalui suatu penetapan.” Selain itu,
pemilik tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat
menempuh upaya hukum yakni menggugat surat keputusan atas tanah terlantar
tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.” Hal ini mengakibatkan beberapa tanah
walaupun telah ditetapkan sebagai tanah terlantar sulit untuk dikelola kembali oleh
pemerintah.

Perumahan merupakan kebutuhan yang pokok bagi setiap individu selain
kebutuhan pangan dan sandang. Oleh karena itu, dalam hal memenuhi kebutuhan
perumahan yang seturut dengan pertumbuhan masyarakat, Pemerintah perlu
menanganinya dengan perencanaan yang seksama serta masyarakat juga perlu
turut berpartisipasi baik dari segi dana dan daya.'* Dalam hal kepemilikan tempat
tinggal, konstitusi Indonesia juga telah menjamin hal tersebut yang dituangkan
pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan." Pengaturan mengenai rumah diatur pada Undang-Undang Nomor 1

"' Dani Prabowo, "Daripada Terlantar, Tanah 400.000 hektar Bisa Dibangun Rumah Rakyat",
KOMPAS, 14 November 2017, diakses dari
http://properti.kompas.com/read/2017/11/14/163000121/daripada-telantar-tanah-400.000-hektar-
bisa-dibangun-rumah-rakyat, pada tanggal 16 November 2017.

'2 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 9 dan 10.

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2).

'* C. Djemabut Blaang, Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1986), hal. 4.



Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (UU Perumahan). Menurut
undang-undang ini, rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.” Dalam pertimbangan UU
Perumahan, rumah merupakan peran yang penting dalam "pembentukan watak
serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif."'® Oleh karena itu, negara memiliki
tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan
umum dengan melakukan pengadaan pembangunan perumahan sehingga
masyarakat dapat memiliki dan menghuni tempat tinggal yang layak dan
terjangkau serta berlokasi di tempat yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan
di wilayah negara Republik Indonesia."’

Kepemilikan rumah di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan data
dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia, terdapat 20,5% Warga Negara
Indonesia (WNI) yang tidak memiliki rumah pada tahun 2014."® Menurut Deputi
Rumah Transisi Jokowi-Jusuf Kalla yakni Akbar Faisal, campur tangan
pemerintah sangat penting dalam mengadakan perumahan bagi rakyat. Terlebih
lagi, Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo,

menyatakan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, kebutuhan rumah di

!> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1.

' Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pertimbangan huruf a.

7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pertimbangan huruf b.

18 Edo, "20,5% Penduduk Indonesia Tidak Memiliki Rumah", Berita Satu, 6 September 2014,
diakses dari http://www.beritasatu.com/hunian/208034-205-penduduk-indonesia-tidak-memiliki-
rumah.html, pada tanggal 18 April 2017.
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Indonesia akan meningkat menjadi 31 juta unit.” Hal ini mengakibatkan
dibutuhkannya lahan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Sri Hartoyo
menyarankan untuk mengoptimalisasi pembangunan hunian  vertikal.
Menurutnya, apabila rumah susun dibangun dengan ketinggian 24 lantai dan luas
per unitnya adalah 36 meter persegi maka lahan yang dibutuhkan hanya 39.000
hektare dibandingkan dengan pengadaan hunian horizontal >
Pada masyarakat berpenghasilan rendah, rumah masih sangat sulit untuk
dimiliki. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebutuhan rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 11 juta rumah. Untuk mengatasi hal
ini, pemerintah melaksanakan Program Satu Juta Rumah 2016 bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat memberikan target sebesar 603.000 unit rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2016, target yang akan dicapai pun
meningkat menjadi 700.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
dan 300.000 unit untuk masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori
berpenghasilan rendah.”’ Program yang diberlakukan pemerintah merupakan
bagian dari paket ekonomi yang ditawarkan pemerintah dalam sektor properti.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan dipangkasnya

perizinan. Harapan pemerintah dengan mengeluarkan progam ini adalah untuk

" Edo, Loc. Cit.

20 Ibid.

! Aditya Budiman, "Kebutuhan Rumah Warga Miskin 11 juta, Jokowi: Besar Sekali", Tempo, 30
November 2016, diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/11/30/090824138/kebutuhan-
rumah-warga-miskin-11-juta-jokowi-besar-sekali, pada tanggal 18 April 2017.
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memberikan kemudahan pada pelaku usaha di bidang properti untuk membangun
perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.*

Dalam upaya pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah
direncanakannya, pemerintah membutuhkan pajak untuk mendanainya. Selain
fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara (budgetair), pajak juga berfungsi
sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan
(regulerend).” Berikut adalah contoh fungsi pajak sebagai pengatur dalam bidang
sosial dan ekonomi:**

1. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah (luxury tax) relatif
tinggi. Hal ini berguna untuk mengurangi gaya hidup masyarakat yang
konsumtif.

2. Pajak yang dikenakan untuk penghasilan berupa tarif pajak progresif.
Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan
mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap pihak yang memperoleh
penghasilan yang tinggi.

Pengenaan pajak saat ini telah dilaksanakan secara menyeluruh termasuk

pada bidang pertanahan. Indonesia memiliki 5 jenis pajak yang dikenakan dalam
hal tanah dan/atau properti yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

** Tlyas Istianur Praditya, "Program Satu Juta Rumah Diluncurkan, Ini Syarat Mendapatkannya.",
Liputan6, 30 April 2015, diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2223460/program-satu-juta-
rumah-diluncurkan-ini-syarat-mendapatkannya, pada tanggal 18 April 2017.

> Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 2-3.

** Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, Dasar-dasar Perpajakan, (Yogyakarta: Deepublish,
2015), hal. 3.

8



Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak-pajak tersebut berupaya
memenuhi kedua fungsinya yakni sebagai sumber pendapatan pemerintah dan
instrumen pengatur masyarakat. Akan tetapi, pajak yang ada sekarang ini dinilai
masih kurang dalam fungsinya sebagai pengatur masyarakat. Hal ini dapat dilihat
dengan maraknya tindakan spekulasi tanah yang mana suatu tanah dibeli dengan
harga murah kemudian pemilik tanah tersebut menjual kembali tanahnya pada saat
harga tanah naik.> Tanah yang dijadikan objek spekulasi tanah biasanya tidak
dikelola oleh pemilik atau penguasa tanah tersebut. Hal ini menyebabkan semakin
sedikitnya tanah yang tersedia untuk masyarakat sehingga harga tanah pun menjadi
naik dan tidak dapat dijangkau oleh sebagian lapisan masyarakat terutama yang
berpenghasilan rendah. Spekulasi tanah dapat dilakukan di perkotaan seperti
Jakarta dan bahkan di daerah pedesaan. Berdasarkan hasil survei Property
Affordability Sentiment Index kuartal IV 2016, kota Jakarta dan Tangerang
merupakan sasaran utama bagi pencari properti Indonesia dengan tujuan untuk

hunian.?

Menurut survey ini, minat tinggi yang dimiliki masyarakat tidak
sebanding dengan persediaan hunian di Jakarta dan Tangerang yang mengalami
penurunan pada periode yang sama. Selain investasi yang dilakukan di perkotaan,

masyarakat juga cenderung melakukan spekulasi tanah atau investasi tanah di

wilayah pedesaan. Hal ini dapat diakibatkan oleh wilayahnya yang dinilai

** Junius P. Rodriguez, The Louisiana Purchase: A Historical and Geographical Encyclopedia,
(California: Library of Congress Cataloging, 2002), hal. 179.

26 Sugeng, "Ini Alasan Jakarta Jadi Lokasi Favorit Investasi Properti", INAPEX, 27 Maret 2017,
diakses dari http://inapex.co.id/ini-alasan-jakarta-jadi-lokasi-favorit-investasi-properti/, pada
tanggal 18 April 2017.
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prospektif dan harganya yang masih relatif murah dibanding di perkotaan.”’
Fenomena spekulasi tanah ini tentu saja bertentangan dengan jaminan pemerintah
untuk menyamaratakan kepemilikan tanah maupun properti di Indonesia.

Untuk mengatasi hal-hal yang telah disebutkan diatas, pemerintah
berencana untuk memberlakukan pengenaan tarif pajak progresif terhadap
kepemilikan tanah dan tanah yang menganggur. Menurut Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, tujuan
pengenaan pajak ini adalah untuk memberikan pemasukan bagi kas negara. Tujuan
lainnya adalah untuk menggerakan potensi roda perekonomian yang ada. Beliau
juga menjelaskan bahwa pengenaan pajak ini merupakan upaya pemerintah pada
sektor fiskal.” Rencana ini pun telah menuai perdebatan dalam masyarakat.
Banyak yang berpendapat bahwa rencana pemerintah hanya akan mengakibatkan
lesunya investasi di bidang properti. Namun, di sisi lainnya, Pemerintah juga
mengemban tanggung jawab untuk dapat memberikan tempat tinggal layak pada
rakyat Indonesia. Dengan adanya kepemilikan tanah yang tidak dipergunakan,

tentu akan memperlambat usaha pemerintah.

" Rizki Caturini, "Yang Perlu Diperhatikan Ketika Berinvestasi Tanah", KONTAN, 4 April 2017,
diakses dari http://industri.kontan.co.id/news/yang-perlu-diperhatikan-ketika-berinvestasi-tanah,
pada tanggal 18 April 2017.

** Dusep Malik dan Mohammad Yudha Prasetya, "Ini Dua Tujuan Negara dari Pajak Progresif
Tanah", VIVA, 8 Febuari 2017, diakses dari http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/880584-ini-dua-
tujuan-negara-dari-pajak-progresif-tanah, pada tanggal 18 April 2017.
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Pajak progresif merupakan suatu pajak yang persentase tarif yang
dikenakan makin lama makin tinggi seturut dengan bertambahnnya jumlah objek
pajaknya.” Saat ini, objek yang dikenakan tarif pajak progresif di Indonesia adalah
penghasilan dan kendaraan bermotor. Pada pajak penghasilan, Pemerintah telah
memiliki peraturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (UU PPH). Dalam hal pertanahan, Pemerintah juga mengenakan
pajak penghasilan terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
terjadi akibat jual beli, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang,
hibah, waris, atau cara lain yang disepakati para pihak.’* Peraturan ini juga telah
diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya (PP 34/2016). Dalam hal penghasilan yang diperoleh berdasarkan
pengalihan tanah dan/atau bangunan ini, Pemerintah saat ini belum mengenakan
tarif pajak progresif.

Pada akhir bulan Januari 2017, Pemerintah menrencanakan peraturan terkait
dengan investasi tanah.’' Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang melakukan

investasi melalui tanah.”” Oleh karena itu, harga tanah menjadi melambung tinggi,

** Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Granit, 2005), hal. 67.

3% Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, pasal 1 ayat (2).

*! Intan Pratiwi, "Investasi Tanah akan Kena Pajak Progresif", Republika, 21 Januari 2017, hal. 6
32 Safyra Primadhyta, "Pemerintah Patok Pajak Tinggi untuk Tanah Menganggur", CNN Indonesia,
21 Januari 2017, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170120185117-78-
187806/pemerintah-patok-pajak-tinggi-untuk-tanah-menganggur/, pada tanggal 19 April 2017.
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sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat yang memiliki banyak tanah
dengan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki tanah. Menteri Agraria dan
Tata Ruang, Sofyan Djalil menyatakan bahwa masyarakat cenderung
menginvestasikan uangnya untuk membeli tanah karena investasi tanah memiliki
resiko yang rendah dan pajak yang tidak terlalu tinggi.”” Seringkali pihak yang
melakukan investasi tanah tersebut tidak menggunakan tanahnya. Padahal, tanah
tersebut seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Dengan harga tanah yang cenderung naik per tahunnya, masyarakat makin
mengalami kesulitan untuk mendapatkan tanah.

Untuk mengantisipasi situasi ini, Pemerintah akan melakukan Revisi UU
Pertanahan.* Peraturan ini akan memasukkan pasal yang terkait dengan investasi
tanah. Terdapat 2 (dua) usulan dalam hal pengenaan pajak progresif terhadap
kepemilikan tanah yakni:*

1. Pajak progresif kepemilikan tanah untuk lahan yang kedua dan setiap
terdapatnya penambahan.

2. Pajak progresif atas lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya. Hal ini termasuk pada apartemen yang tidak disewakan

atau tidak ditinggali dan apartemen yang tidak laku terjual.

33 Intan Pratiwi, Loc. Cit.

** Safyra Primadhyta, Loc. Cit.

%> Yuliyanna Fauzi, "Pemerintah Perluas Pajak Tanah Mengganggur ke Apartemen Kosong", CNN
Indonesia, 7 April 2017, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170407134544-
92-205724/pemerintah-perluas-pajak-tanah-menganggur-ke-apartemen-kosong/, pada tanggal 19
April 2017.
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Peraturan ini pun akan berlaku di seluruh Indonesia dan akan dibebankan
kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Saat ini,
pemerintah menunda rencana pengenaan pajak progresif terhadap tanah untuk

36

waktu yang tidak ditentukan.”® Akan tetapi, pemerintah menjanjikan akan tetap
melaksanakan pajak progresif tersebut setelah merampungkan hal-hal yang
berkenaan dengan pengenaan pajak seperti sertifikasi tanah dan bank tanah.”’
Pengenaan pajak progresif atas tanah yang dicanangkan pemerintah
cenderung mengarah kepada tanah yang dimiliki oleh WNI. Akan tetapi,
pemerintah saat ini telah mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) untuk
memiliki properti baik rumah maupun rumah susun di Indonesia berdasarkan Pasal
2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
yang Berkedudukan di Indonesia (PP 103/2015) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau
Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang
Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Permen Agraria 29/2016). Alasan

pemerintah memberikan izin kepemilikan rumah maupun rumah susun kepada

WNA adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari peralihan hak

3% Yuliyanna Fauzi, "Pemerintah Tunda Tarik Pajak Progresif Tanah 'Nganggur"', CNN Indonesia,
3 Mei 2017, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170503070836-78-
211803 /pemerintah-tunda-tarik-pajak-progresif-tanah-nganggur/, pada tanggal 8 Juni 2017.

37 Yoga Sukmana, "Penerapan Pajak Progresif Tanah Nganggur Ditunda", KOMPAS, 4 Mei 2017,
diakses dari
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/04/135539026/penerapan.pajak.progresif.tanah.nganggu
r.ditunda, pada tanggal 9 Juni 2017.
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atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu,
kebijakan ini dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016 karena bertepatan dengan
berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yakni pembukaan arus
perdagangan dalam bidang barang, jasa dan manusia di negara-negara yang
tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kecuali Negara
Republik Timor Leste (Timor Leste).”® Pemerintah memprediksikan dengan
masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, maka kebutuhan mereka untuk
memiliki properti di Indonesia pun meningkat.”

Dalam menyusun suatu peraturan, pemerintah Indonesia cenderung
memperhatikan terlebih dahulu kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh
negara-negara lainnya. Dengan adanya kerjasama MEA, penting bagi pemerintah
Indonesia untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh
negara anggota ASEAN lainnya.” Hal ini pun berlaku dalam hal penyusunan
peraturan pengenaan pajak dengan tarif progresif terhadap tanah. Negara anggota
ASEAN lainnya seperti Singapura telah menerapkan pajak dengan tarif progresif

terhadap kepemilikan tanah maupun tanah yang menganggur.*' Kebijakan pajak

% Isniani Khoirunisa, "MEA Berlangsung, Minat Ekspatriat di Sektor Properti Menggeliat",
Liputan6, 11 Januari 2016, diakses dari http://properti.liputan6.com/read/2405630/mea-
berlangsung-minat-ekspatriat-di-sektor-properti-menggeliat, pada tanggal 8 Oktober 2017.

3 Latief, Kepemilikan Properti Asing Berpotensi Dorong Properti Indonesia", KOMPAS, 14 Januari
2016, diakses dari
http://properti.kompas.com/read/2016/01/14/080700821/Kepemilikan.Properti.Asing.Berpotensi.D
orong.Properti.Indonesia, pada tanggal 8 Oktober 2017.

* G.T. Suroso dan Widyaiswara, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian
Indonesia”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, 12 Febuari 2015,
diakses dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-
umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia, pada tanggal 8
Oktober 2017.

*! Adeng Bustomi, "Kebijakan Pajak Progresif Lahan Mesti Mendidik", Media Indonesia, 8 Febuari
2017, diakses dari http://www.mediaindonesia.com/index.php/ news/read/91137/kebijakan-pajak-
progresif-lahan-mesti-mendidik/2017-02-08, pada tanggal 8 Oktober 2017.
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progresif tanah oleh anggota ASEAN lainnya perlu diperhatikan oleh pemerintah
Indonesia agar dapat menyusun peraturan pengenaan pajak progresif atas tanah
secara komprehensif.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, dapat terlihat berbagai
polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai rencana
pemerintah untuk memberlakukan pajak progresif pada tanah mengingat belum
ada objek tanah yang dikenakan tarif pajak progresif. Oleh karena itu, penulis
memilih  judul “TINJAUAN YURIDIS ATAS KEMUNGKINAN
PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERTARIF PROGRESIF

TERHADAP TANAH DAN PROPERTI DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, peneliti mengajukan
rumusan masalah sebagai berikut:
1.2.1. Bagaimana kesesuaian penerapan pajak progresif dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam UUPA?
1.2.2. Bagaimana perbandingan penerapan pajak progresif yang telah
dilakukan negara Singapura dengan kemungkinan penerapan pajak

progresif Indonesia?
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1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari
dilakukannya penelitian ini adalah:
1.3.1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pajak progresif dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam UUPA.
1.3.2. Mengetahui dan menganalisis perbandingan penerapan pajak progresif
yang telah dilakukan negara Singapura dengan rencana penerapan pajak

progresif Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan
Penelitian yang penulis lakukan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi
penulis sendiri, maupun bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi keilmuan di
bidang hukum, khususnya bagi pengembangan dalam bidang Hukum Pajak
dan Hukum Pertanahan.

2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai
masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian

berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.
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1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini terdiri dari lima bab. Adapun urutan dan tata letak masing-

masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah,
tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) yakni kerangka teoritis dan kerangka
konseptual. Dalam kerangka teoritis, terdapat 3 (tiga) teori utama yang akan
dibahas yakni teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan, teori-teori yang
berkenaan dengan pertanahan serta teori-teori yang berkaitan dengan
ASEAN. Pada teori yang berkenaan dengan tanah, penulis akan
menjelaskan penulis akan menjelaskan ketentuan hukum tentang
pertanahan yang diatur dalam UUPA. Pada bagian ini, penulis akan
mendeskripsikan ketentuan umum tentang pertanahan, hak-hak yang ada
atas tanah, cara memperoleh hak atas tanah, pengaturan perpajakan yang
berkenaan dengan pertanahan ataupun properti di Indonesia, ketentuan
mengenai tanah yang terlantar. Pada bagian perpajakan, penulis akan
mendeskripsikan hukum perpajakan pada umumnya, pengaturan perpajakan
di Indonesia yang ada saat ini, konsep tarif progresif. Pada bagian teori yang
berkaitan dengan tanah dan perpajakan tanah di Singapura, penulis akan
mendeskripsikan pengaturan tanah di Singapura, jenis hak atas tanah yang

terdapat di Singapura, jenis bangunan yang ada di Singapura berdasarkan
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peruntukkannya, pengaturan pajak properti di Singapura, tarif pajak yang
dikenakan untuk setiap jenis bangunannya. Pada bagian kerangka
konseptual, penulis akan menjelaskan secara ringkas konsep-konsep yang
relevan dengan skripsi ini yakni pajak, tarif progresif, tanah, dan properti.

BAB III Metode Penelitian
Bab ini merupakan menjelaskan metode pengumpulan data, waktu dan
tempat penelitian. Selain itu, penulis juga akan memasukan prosedur
analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Analisis
Bab ini akan berisi analisis penulis mengenai kesesuaian pajak progresif
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA dan perbandingan
penerapan pajak progresif pada tanah dan properti di Indonesia dengan
negara Singapura berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini akan berisi kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dipaparkan
dalam makalah ini. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran
mengenai rencana pengenaan pajak progersif terhadap tanah dan/atau

bidang properti.
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